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PALU, MERCUSUAR -
Majelis Hakim Pengadilan
Tipikor pada Pengadilan
Negeri Palu diketuai, Abd
Halim Amran SH MH dengan
anggota Muh Nur Ibrahim
SH dan Felix Da Lopez SH
MH Bm&mﬁcww.ms hukuman
pidana penjara satu tahun
empat bulan atau 16 bulan
dan denda Rp50 juta subsidair
duabulan kurungan terdakwa
mantan Kepala SDW 26 Palu,
Mahyati, Rabu (5/8/2015) sore.

Selain itu, terdakwa juga
dihukum membayar uang
pengganti Rp56.750.000,
paling lama satu bulan setelah
putusan berkekuatan hukum
tetap. Apabila terdakwa tidak
mampu membayar, maka
harta bendanya disita untuk
dilelang. Dengan ketentuan

KASUS SDN 26 PALU

Mantan Kepala Sekolah Dihukum 16 Bulan

jika hasil lelang tidak cukup
menutupl uang wmdmmmbf

diganti pidana penjara dua
bulan.

Mahyati merupakan
terdakwa kasus dugaan
korupsi pengelolaan Dana
BOS SDN Tatanga tahun
2012, pengelolaan dana BOS
SDN 26 Palu tahun 2013,
serta rehabilitasi berat gedung
SDN 26 Palu tahun 2013.

“Terdakwa terbukti
secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana
korupsi sebagaimana diatur
dan diancam dalam Pasal 3 Jo
Pasal 18 UU Nomor: 31 Tahun
1999 yang telah diubah dan
ditambah dengan UU Nomor:
20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tipikor Jo
Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo

Pasal 65 Ayat (1) ke-1 Wd.mw
dalam dakwaan mcvmam:a
tegas Abd Halim.

Barang bukti (babuk) poin

1 sampai 15, tetap terlampir
dalam berkas perkara.
Sementara babuk poin 16
hingga 35 dikembalikan ke
Dinas Pendidikan Kota Palu.
Dalam amar majelis hakim
itu, juga menyebutkan
sejumlah yang menjadi
pertimbangan sebelum
menjatuhkan vonis terhadap
terdakwa Mahyati.
Pertimbaniocan
memberatkan, yakni
perbuatan terdakwa
bertentangan dengan tekad
pemerintah yang sedang giat-
giatnya memberantas korupsi.
Sedangkan pertimbangan
meringankan, yaitu terdakwa

belum pernah dihukum,

- serta telah mengabdikan

diri sebagai guru dalam
jangka waktu lama. “Terkait
putusan ini terdakwa dan
JPU memiliki hak yang sama,
yakni pikir-pikir, menerima
atau menempuh upaya hukum
lanjut,” ujarnya.

Mendengar penjelasan
tersebut, terdakwa didampingi
penasihat hukumnya maupun
JPU, Reza Hidayat SH
menyatakan pikir-pikir.

Sebelumnya, Senin
(13/7/2015) lalu, JPU
menuntut terdakwa Mahyati
pidana penjara dua tahun,
denda Rp50 juta subsidair
empat bulan kurungan, serta
membayar uang pengganti
Rp56.750.000 subsidair tiga
bulan penjara. AGK





